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UANG lingkup digital se-
Yoglanya mempunyai ruang

ingkup yang luas diban-
dingkan informatika. Sebagal-
mana disampalkan Wakil Men-
terl Komdigi Nezar Patria, peru-
bahan nama tersebut merupakan
upaya menciptakan internet yang
ramah untuk anak. Mengingat
dunia maya sudah dapat diman-
faatkan oleh setiap kalangan
tanpa mengenal usia.
Mengubah nomenklatur suatu
Institusi pemerintah apalagi se-
. kelas kementerian, harus memang
dilandasi aspek sosiologis, filoso-
fis dan yuridis yang kuat.Sekitar
16 tahun laly, tepatnya sejak di-
terbitkannya UU No 11/2008 ten-
tang Informasi dan Transaksi
Elektronik, merupakan komitmen
awal pemerintah dalam meregu-
lasi persoalan teknologi.
Puncaknya pada badai pan-
demi virus Covid -19 melanda ke
semua negara termasuk Indonesia.
Interaksi di ruang publik sepeti
pusat pembelanjaan, institusi pen-
didikan, hingga kantor pemerin-
tahan harus ditutup demimemu-
tus rantai virus tersebut.Masyara-
kat mau tidak mau harus meman-
faatkan platform daring untuk
bertahan hidup. Mulai dari kegla-
tan belajar mengajar, belanja
hingga perkantoran semuanya
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dialihkan ke dalam ruang digital.
Evolusi kehidupan masyarakat
pun terjadi akibat kebiasaan pe-
makaian platform digital hingga
pasca pandemi. Menurut data
Kementerian Perdagangan, jum-
lah pengguna e-commerce di In-
donesia meningkat 69% selama
periode 2020-2024. Selanjutnya,
berdasarkan data OJK, jumlah
pinjaman melalui pinjaman on-
line (pinjol) semakin tinggi. Pin-
jaman melalui peer-to-peer lending
(P2P) tercatat jumlahnya sudah
menembus Rp66,79 triliun pada
Juni 2024, Hal ini mengalami pe-
ningkatan yang signifikan diban-
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dingkan tahun laly,
Jumlah wtang pinjol pe
angka Rp52,70 |l|lllzm.l a3

Bahkan, data yang dike|
Otoritas Jasa l\’mmnguu (OJK) 1a-
hun 2022, menyatakan Sumatera
Selatan (Sumsel) menempati ury-
tan ke -7 (tujuh) dart 10 provinsi
dengan jumlah entitay peminjam
tetbanyak di Indonesta, Sebanyak
305. 792 warga harus berkutat
dengan utang plutang digital ter-
sebut (Sumatera Ekspres, Sabtu,

15 Juli 2023)

Tingginya antusiasme terhadap
platform (lnrlnglcmyamlidnklupu(
dari masalah soslal lainnya. Ma-
salah tersebut antara lain mere-
baknya kasus ujaran kebenclan
(hate speech), info hoax, cyber
bullying, judi online (judol), hing-
ga baru - baru inl alah kasus pe-
retasan (hacking).

Khusus persoalan peretasan
(hacking), pemerintah sudah
mengantisipasinya dengan mener-
bitkan UU No 27/2022 tentang
Pelindungan Data Pribadl. Bahkan,
dalam undang - undang tersebut |
isu krusial terkait Digitalisasi sektor:
bisnis, pendidikan, keschatan dan
pemerintahan juga dibahas,

Hal Inidapat dilihat pada pen-
jelasan umum UU No 27/2022
tentang Pelindungan Data Pri-
badi menyebutkan perkembangan
teknologi informasi dan komuni-
kasi yang melaju dengan pesat
telah menimbulkan berbagal
peluang dan tantangan, Teknologi
informasi memungkinkan manusia
untuk saling terhubung tanpa
mengenal batas wilayah negara

sehingga salah satu faktor pendo-
rong globalisasi.

Berbagal sektor kehidupan telah
memanfaatkan sistem teknologi
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Di Balik Harapan Perubahan Nama Komdi

Adanya perubahan nomenklatur

Kementerian Komunikast dan Informatika
(Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan
Digital (Komdigf) seyogianya harus disambut baik.
emenggalan kata informatika yang bertransformasi
ke digital merupakan respons pemerintah terhadap
perkembangan digitalisasi di Indonesia.

Informasl, seperd penyelenggara-
an electronle commerce (e-com-
merce) dalam sektor perdagangan/
hisnis, electronie education (o-
education) dalam bidang pendi-
dikan, electronic health (e-health)
dalam bidang kesehatan, electronle
government (e-goverment) dalam
bidang pemerintahan, serta tek-
nologi Informasi yangdimanfaatkan
dalam bidang lainnya. Pemanfaa-
tan teknologi Informasl tersebut
mengakibatkan Data Pribadi se-
scorang sangat mudah untuk di-
kumpulkan dan dipindahkan darl
satu pihak ke pihak lain tanpa se-
pengetahuan Subjek Data pribadi,
sehingga mengancam hak konsti-
tusional Subjek Data Pribadl.

Merujuk kepada analisis di atas,
menurut penulis sudah sepantasnya
nomenkaltur kominfo berubah
menjadi komdigi. Kementerian yang
saatini dikomandoi Meutya Hafid,
smempunyai 3 (tiga) tantangan da-
lam waktu dekat yaltu pinjol, judol
dan pelindungan data pribadi.
Pada hakekatnya, pemerintah me-
legalkan kegiatan pinjol tersebut.
Namun yang menjadi kendala
semakin menjamurnya perusa-
haan pinjol ilegal. Dengan iming
- Iming proses administrasi yang
mudah dan hanya membutuhkan
wiktu beberapa menit untuk menda-
patkan pinjaman. Secara otomatis
banyak masyarakat tergiur dengan
tawaran tersebut.

Padahal di balik rayuan pinjol
llegal, terdapat bunga yang tidak
masuk akal ditanggung dan bakal
menghadapi debt collector yang
menelepon berbagai rekan dari s
konsumen, dengan menggunakan
bahasa yang intimidatif.

Tidak mengherankan ada be-
berapa kasusyang berujung tim-

bulnya deprest hingga bunuh dirl
darl pihak peminjam, Tingglnya
Jumlah utang pinjol menjadi Pe-
ketfaan Rumah (PR) bagl semua
pihak khususnya dalam mema-
hamilterast keuangan terkalt utang
plutang, Mayoritas banyak yang
melakukan pinjaman daring hanya
untuk memenuhi hiburan semata,
salah satunya lalah Judol. Berda-
sarkan data darl Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK), jumlah pemain judi on-
line (judol) di Indonesia mencapal
4 juta orang (www.ppatk.go.id).
Adapun dari jumlah tersebut,
mayorltas penikmat judi daring
berasal darl kelas ekonomi men-
engah ke bawah,

Dengan kemampuan finansial
terbatas, tidak mengherankan
jika kelompok tersebut mengam-
bil falan pintas dengan mengan-
dalkan pinjaman yang proses
pencairan cepat dan tidak mem-
butuhkan waktu yang sangatlama,

Mengingat penikmat bisnis
haram tersebut berada di angka
yang fantastis, Komdigi tidak ha-
nya fokus dalam memberantas
pinjol ilegal saja. Namun, juga
harus memutus mata rantal ke-
glatan judol di Indonesia, Jika
situs judol dapat ditutup, maka
hal tersebut akan berbanding lurus
dengan turunnya jumlah utang
piutang pinjol.

Selanjutnya, Program yang tidak
luput dari perhatian selanjutnya

lalah kasus peretasan (hacking).
Beberapa waktu lalu publik dihe-
bohkan dengan kasus peretasan
Pusat Data Nasional (PDN), yang
dimana 282 datainstansi pemerin-
tah di serang oleh virus ransom-
ware. Peretasan tersebut membe-

rikan efek terganggunya sektor

(]
pelayanan birokrast di setiap insti
tusl. Parahnya, masyarakat haros
sampal kehilangan hak nya, Salah
watu contoh peretasan yang diala
misitus di bawah naungan Kemen
tertan Pendidikan dan Kebudaya
an (Kemdikbud), bahwa terdapat
B00 ribu data calon mahasiswa
pendaftar Kartu Indonesia Pintar
Kuliah (KIF-Kuliah) ikut hilang se-
bagai akibat darl gangguan Pusat
Data Nasional (emedia.dprgo.id).

Hilangnya data calon mahasiswa
tersebut tentunya akan memberikan
efek dominoterhadap kelangsung-
an kegiatan perkuliahan mengingat
aspek finansial (ekonomis) meru-
pakan salah satu faktor pendukung
sarana dan prasarana demi men-
Jaga kelancaran kegiatan perkulidhan
diinstansi perguruan tinggl . Tidak
hanya mahasiswa, pihak kemdikbud
pun harus kerepotan untuk men-
carl dan merekapitulasi data calon
mahasiswa tersebut.

Hilangnya data calon maha-
slswa bahkan dikhawatirkan akan
disalahgunakan oleh para hacker
yang tidak bertanggung jawab
tersebut.

Upaya preventif harus dikede-
pankan dalam menangani keama-
nan siber. Semua pihak mulai
dari Kepolisian, Komidigi, Badan
Siber dan Sandi Negara, dan ber-
bagali institusi terkait (stakeholder),
harus berkoordinasi dan berkola-

borasi dalam mencegah serangan
siber untuk periode selanjutnya.
Maka dari itu, perubahan no-
menklatur jangan hanya sekedar
mengubah nama belaka. Mengubah
kualitas SDM yang lebih mum-
puni dan bertanggung jawab dalam
menjaga kedaulatan digital, mer-
upakan puncak harapan tertingg

bagi rakyat Indonesia. (*)
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